[ sALINAN |

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2007 TENTANG SKALA GAJI POKOK, TUNJANGAN JABATAN DAN
TUNJANGAN LAINNYA BAGI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

. bahwa kinerja dan dana yang dikelola Badan Usaha Kredit Pedesaan

selalu meningkat setiap tahun, maka penghasilan karyawan perlu
dinaikkan dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
20 Tahun 2007 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan
Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan
Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit
Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 827);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-

Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun

1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 1990 Seri D Nomor 37);



Menetapkan

5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2007
tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi
Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2007 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2007
TENTANG SKALA GAJI POKOK, TUNJANGAN JABATAN DAN TUNJANGAN
LAINNYA BAGI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2007
tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi
Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Pada Lampiran Il diubah sehingga berbunyi:

Tunjangan Jabatan Kepala, Pemegang Buku, dan Pemegang Kas Badan
Usaha Kredit Pedesaan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :

No. Jabatan Besaran Tunjangan/Bulan
1. Kepala Rp. 500.000,00
2. Pemegang Buku Rp. 250.000,00
3. Pemegang Kas Rp. 250.000,00

2. Pada Lampiran Ill, Nomor 5 diubah sehingga berbunyi:

5. | Tunjangan 80% (delapan | Apabila laju perekonomian di
Perbaikan puluh  persen) | Provinsi DIY terkontraksi, harga
Penghasilan | dari gaji pokok | barang dan jasa mengalami
(TPP) per bulan. lonjakan sehingga daya beli

masyarakat mengalami

penurunan, Badan Pembina
BUKP Tingkat Provinsi dapat
menetapkan kebijakan
pemberian TPP.




Pasal Il
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Februari 2012
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PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
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ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINS| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 14
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